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Sertipikat adalah tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul dan
dijilid menjadi satu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Atas Tanah
merupakan alat bukti yang kepemilikan tanah yang kuat bagi pemegang haknya. Sertipikat cacat hukum
merupakan sertipikat yang diterbitkan secara keliru. Sertipikat palsu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga),
yaitu: sertipikat palsu, sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda. Keberadaan sertipikat palsu umumnya
baru diketahui ketikaterjadi sengketa atas tanah yang bersangkutan. Terbitnya sertipikat cacat hukum ini
membuka peluang terjadinya sengketa. Sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua
pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak yang berlawanan dalam hal penggunaan dan
penguasaan hak atas tanahnya, yang harus diselesaikan baik melalui cara musyawarah maupun melalui
pengadilan. Dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi rakyat serta untuk memberikan
perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, maka Badan Pertanahan Nasional selaku satu-satunya lembaga
negara penyelenggara pendaftaran tanah wajib berperan aktif dalam meningkatkan pelayanannya serta
secara aktif menghilangkan praktek penerbitan sertipikat cacat hukum dan menyelesaikan sengketa yang
timbul akibat terbitnya sertifikat cacat hukum ini.
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Certificate is proof of right to a copy of the book consists of measuring the land and |etters, were given a
cover and bound together, issued by the National Land Board. A certificate of Land Rightsis evidence that
land ownership is robust to the right holder. Illegitimate certificate is a certificate issued erroneously.
Illegitimate certificates can be classified into 3 (three), namely: false certificates, real or fake certificates and
doubled certificates. The existence of illegitimate certificate is generaly known when a dispute over land in
guestion. Issuance of illegitimate certificate opens the possibility of dispute. Land disputes are disputes
between two or more parties who feel aggrieved parties or the opposite in terms of usage and control rights
over the land, which must be resolved either through consensus or through a court. With aview to ensuring
legal certainty for the people and to provide protection for holders of land rights, the National Land Board as
the only institution of compulsory land registration, the host country plays an active role in improving
service and actively eliminate the practice of issuance of illegitimate certificates and resolve disputes arising
from the issuance of the illegitimate certificates.
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